
BUPATI LOIVIBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGA(AN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASD 2019

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI IOMBOK UTARA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran
Corona Vins Disease-Ig (COVID-I9) perlu didukung
kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk
melaksanakan protokol kesehatan dalam
melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan
penanganan yang dilakukan secara konsisten, efektif,
e{isien dan berkesinambungan ;

h bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam
penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol
kesehatan Corora Virus Di,sea.se 2019 (COVID- 19) di
Kabupaten sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun
2O2O tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam
rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu
menetapkan Penerapan Disiplin dan Penegakan
Protokoi Kesehatan meialui Peraturan Bupati;

c bahwa berdasarkan pertimbangan s6lragaimsn6
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Fencegahan dan Pengend alian Corona Vinrs Disea.se
2019.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (kmbaran Negara Republik
indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOZ tentang
Penanggulangan Bencana (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

t
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3, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Kabupaten lombok Utara di provinsi
Nusa Tenggara Barat (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O9 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZOl4 tentang
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s6791;

6- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol8 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6236);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO8 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 42,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48241

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
ss$agairnan2 telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol I Nomor 3lO);

lO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2O2O
tentang Percepatan Penanganan Corora Vins Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2491;

I l. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
7 Tahun 2O2O tentang Penanggulangan penyakit
Menular (lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan kmbaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 165);
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 5O
Tahun 2O2O tentang Penerapan Disiplin dan penegakan
I{ukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan
dan Pengendali an Corona Vins Dtseo.se 2O19.
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Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE2Ol9.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah l.^abupeten Lombck Uta::a.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daera.l. otonom.

3. Bupati adalah Bupati t ombok Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur- pe_mbantu BupatJ dan Derrra_n

Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten lombok Utara dalam
penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS
adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran
prihadi sehingga keluarga rlan seluruh anggotanya mamplr menolong
diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam
aktivitas masyarakat.

6. Setiap orang adalah setiap individu baik penduduk asli ataupun
pendatang dari daerah lain yang berdomisili dan/atau berpergian ke
Kabupaten Lombok Utara.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan
Ralcyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

8. Masker adalah alat penutup atau pelindung pernapasan mulut dan
hidung untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk
ke dalam mulut atau terhirup oleh hidung.

9. Pembatasan jarak fisik (phgsical distanchgll adalah pengaturan jarak
fisik orang paling sedikit 1 meter dengan orang lain untuk menghindari
penularan virus pada tubuh melalui percikan droplet dari batuk atau
bersin dari orang yang mungkin terkontaminasi penyakit menular atau
virus.

10. Surat Ketetapan Denda Administrasi pelanggaran protokol
Penanggulangan COVID-l9 yang selanjutnya disingkat SKDA_p3C
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda
administrasi yang wajib dibayarkan oleh seriaF orang, pelaku usaha,
pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas
umum atas pelanggaran protokol penanggulangan COVID_19.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan
penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam
upaya pencegahan dan pengendalian Coronn Viru-s Di.sea_se 2Ol9
(Covid-19).



Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a- meningfutkan kepatuhan tertradap protokol kesehatan;
b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID 19;

dan
c. meningt<atkan peran serta masyanakat dalam menekrn

penyebaran COVID 19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupa.ti ini meliputi :
a. pelaksanaan;
b. hak dan kewajiban;
c. sanksi;
d. monitoring dan evaluasi;
e. sosialisasi dan partisipasi; dan
f. pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
arr lr.,aL Danaa+rrra-I vlr6ulqror

Pasal 5

(1) Subyek pengaturan pengendalian COVID-19 meliputi :

a. setiap orang (melakukan 4M ada-lah memakai masker, mencuci
tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);

b. pel,aku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi
dan pengunjung yang datang);dan

c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungiawab tempat dan
fasilitas umum (me.nyiapkan sarana <lan pr6s6rana 4M tngi
karyawan dan pengunjung yang datang).

(2) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) wajib
melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain
meliputi:
a. setiap orang:

l. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang
menutupi hidung dan mulut hinega dagu, jika harus keluar
rrrmah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak
diketahui status kesehatannya;

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan
air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih
tanga:r (hand sanitiz,efl ;

3. pembatasan interaksi fisik (pfusrbal di.stancingl;dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung

jawab tempat, dan fasilitas umum:
1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media

informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman
mengenai pencegahan dan pengendalian Covid- 19.



2. penyediaan sarana cuci tangan pal<ai sabun yang mudah
die-kses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan
pembersih tangan (lmnd sanitizefl;

3. upaya identifikasi {penapisan dan pemantauan kesehatan
bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan
kefa;

4. upa5,a pengaturan jaga jarak;dan
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.

c. penegakal kedisiplinan pada perilaku masyaralat yang
beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan

d. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk
mengantisipasi pen5rebaran Covicl- 1 9.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimalsud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf c meliputi :

a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c. tempat ibadah;
d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
e. transportasi umum;
f. toko, pasar swalayan dan pasar rakyat;
g. apotek dan toko obat;
h. warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
i. @agang kaki lima/lapakjalanan;
j. perhotelan/penginapan l,ain yang sejenis;
k. tempat wisata;
l. fasilitas pel.ayanan kesehatan;
m. area publik, tempat lainnya yang dapat memung]<inkan adanya

kerumunan massa; dan
n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol

kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagt:n Kedua
Tim

Pasal 7

{1) Dalam rang}a penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol
Covid- 19 Bupati membentuk Tim Penegakan Protokol Kesehatan.

12i Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
unsur:
a. Pemerintah Daerah;
b. Tim Gugus Tugas Daerah;
c. TM;
d. Potri;
e. Kejaksaan;
f. Pengadilan;
g. Tokoh Masyarakat;
h. Tokoh Agama; dal
i. Unsur lainn5,a sesuai dengan kebutuhan.



BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
berhak:
a. mendapa.tkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang

seimbang dan dapat dipertanggungiawabkan;
b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berrnutu dan

te{angkau; dan
c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian

derqiat kesehatan.

Pasal 9

(1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
..mjib:
h menggunakan alat pelindung diri berupa memakai masker yang

menutupi hidung dan mulut hingga dagu, menjaga jarak,
meghindari kerumunan dan menjaga kebersihan.

c mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air
mengalir;

d pembatasan jarak lisik (phgsical distancirq); dan
e meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;

(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab
tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud datam Pasal 5

. ayat (1) huruf b dan huruf c, berkewajiban melakukan :

a sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi
untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai
pencegahan dan pengendalian COVID- 19;

h. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah
diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan
pembersih tangan (hand sanitizct) ;

c upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi
se.'^p orang yang akan beraktilitas di lingkungan kerja;

d upa.ya pengaturan jarak fisik (physical distancing);
e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
f penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko

dalam penularan dan tertularnya COVID- 19; dan
g fasilitasi deteksi dini datam penanganan kasus

untuk mengantisipasi penyebaran COVID- 19.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a. melakukan scsialisasi Peraturan Bupati ini;
b. meLakukan pengendalian dan pengawasan upaya pencegahan

dan pengendalian Covid- 19;
c. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar kewajiban

pengendalian protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan
pengendalian Covid, 19; .dan

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
fl) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 8



Pasal 1O

{1) Pelanggaran terhadap Protokol
CO\1f n- 1 q danaf dilrenalrarr.
a. sanksi administratif ; atau
b. sanksi sosial.

BAB IV
SANKSI

Bagran Kesatu
Tata Cara Penerapan Sanksi

Paragraf 1

Jenis Sanksi

Paragraf 2
Penerapan Sanksi

Pencegahan dan Pengendalian

{2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a- tegural lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian terap kegratan; atau
e. denda adninistratif paling banyak sebesar Rp.5O0.OOO,OO (lirna
ratus ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang melanggar protokol pencegahan dan
pengendalian COVID- 19 dikenakan sanksi berupa:
a. denda administratif; atau
b. sanksi sosial.

{4)Setiap pengurus/pengelola dan/atau penanggungiawab tempatl
fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/t-mpat ibadah yang
melanggar ketentuan pemenuhan syarat wajib bag 

"L"t"tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah
yang melanggar protokol penanggulangan COVID_ 19 dikenakan
sanksi berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian terap kegiatan atau
e. denda administratil.

(5) Sanksi sosial sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b berupa
pemberian hukuman disiprin atau kerja bakti sosiar membersihki.n
ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan
dan wajib mengenakan atribut khusus.

(6) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
atribut yang dapat menunjukkan atau memberikan informasi
kepada Masyarakat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan.

Pasal l1

(! Penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol penanggulangan
COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal lO dilaFsanafan

langsung patia saat operasi peneriiban.
Q Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

berdasarkan pertimbangan:



a. kemampuan dan kepatutan;
b. perlindungan kesehatan masyaralat;
c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas

umum pemerintahan yang baik;
d. non diskriminatif;
e. kesepadanan antara jearis pelanggaran dengan jenis sanksi yang

diterapkan; dan
f. ditujukan bag kepentingan pencegahan penyebaran dan

penularan Penyakit Menular.

Pasa-l 12

[] Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O diterapkan sesuai
dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. setiap Orang yang melanggar ketentuan wajib menggunakan

Masker ditempat/fasilitas umum yang telah ditentukan
dikenakan denda administratif paling banyak Rp.5OO.O0O,OO
(lima ratus ribu rupiah) atau sanksi sosial;

b. pihak penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Protokol Penanggulangan
COVID-l9 dan/atau melanggar ketentuan larangan melakukan
kegiatan berdasarkan kebijakan pembatasan kegiatan
kemasyarakatan oleh Bupati, dikenakan denda administratif
paling banyak Rp.5OO.OOO,OO (lima ratus ribu rupiah); dan

c. setiap pengurus/pengelola dan /atau penanggungiawab
tempat/fasilitas umum/tempat ke{a/tempat usaha/tempat
ibadah yang melanggar ketentuan pemenuhan syarat wajib bagi
suatu tempat/fasilitas umum ltempat kerja/ tempat
usaha/tempat ibadah sesuai dengan Protokol Penanggulangan
COVID-l9 dikenakan denda administratif palinC banyak
Rp.5OO.OO0,0O (lima ratus ribu rupiah).

A Dahrn hal pelanggaran terhadap ketentuan wqjib menggunakan
Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
oleh ASN, dikenakan denda administratif paling banyak
Rp.5OO.0OO,0O (lima ratus ribu rupiah).

Bf Selain denda administratif, pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan sanksi berupa tindakan
paksaan penghentian atau pembubaran kegiatan.

Paragraf 3
Pelaksana Penerapan Sanksi

Pasal 13

(l) Penerapa.n sanksi terhadap pelanggaran Protokol Penanggulangan
COVID-l9 dilaksanakan melalui operasi penertiban oleh Perangkat
Daerah yang bertugas melaksanakan penegakan Peraturan
Perundang-undagan.

(2) Dalam pelaksanaan operasi penertiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melibatkan satuan tugas/ tim terkait.

(3) Untuk efektivitas pelaksanaan operasi penertiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) Perangkat Daerah yang. hrtugas
melaksanalan penegakan Peraturan Perundang-undangan
menetapkan standar operasional prosedur.



Paragrafa
Blanko/Tanda Bukti Penerimaan Denda

Pasal 14

(1) Denda adminishatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib
disetorkan ke Kas Daerah.

(Q Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penegakan
Peraturan Perundang-undagan menerbitkan SKDA-P3C
berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar
untuk disetorkan ke kas Daerah.

(Q Pembayaran denda administratif dilakukan secara tunai atau non
tunai.

(4) Bentuk SKDA-P3C sebagaimana dimaksud pada ayat (21

tercantum dalam I^ampiran yang mempakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(Q Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
lebih lanjut dengan Petunjuk Telaris yang diterbitkan oleh Kepala
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Penerimaan
Pendapa.tan Daerah.

@ Penerimaan denda administradf sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dialokasikan untuk penanggulangan COVID- f 9.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan
penegakan peraturan perundang-undangan untuk melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

A Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 16

(i) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi
terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian
COVID- 19 kepada masyarakat.

A [alam pelaksanaan sosialisasl ssfagaimana dimaksud pada ayat (1]
dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan
partisipasi serta peran serta:
a. tokoh masyarakat;
b. pemuka agama;
c. tokoh adat; dan
d. unsur masyarakat lainnya.



Pasal 17

99gat" biaya yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber_
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten Lombok Utara.

pengundangan
Berita Daerah

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 September 2020

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR
Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 8 September 2020

H. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN I,OMBOK UTARA,

h*#t
Drs. H. R. NURJATI

BERITA DAERAH KAE}UPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 15



il.npiran P€raturan Bupati Lombok Utaia
Nomor : 15 Tahun 2O2O
?argad : 3 S€pteurbcr 2020
Tentang : PcneraPan Disiplin Dan Pe0egakan Hukurn Protokol Kesehatan Sebaaai UpaJra Pencegahan

Dan Pengendalian Cotona Virus Dis€ase

KBPAIA PER]IIIGHA'| DA!'IIA}I YAIG TJ!:I<I'UGAS
METEGAXKAN PDRATURAN PERUNDANG.I]NDANGAN

PEI,IERI"TAH XAITJPATEN LOIi{BO( UTARA
SATUA'{ POI.ISI P H(![|G PRA.IA

DAT PEIi{ADAIiI XEAAXARAX
11. Rafa rq t* tot4 t. (oJm)e2&52 rlb pb' aJtz

I. DASAR HUXI'!i 1 Perda Provinsi NIB Nomor 7 'talrn) 2O2O tentang penanggula.gan penyakit
Meoular.
Peraturan Gubemur MIB Nomor 50 Tahun 2O2O tentang Penerapan Disiplin dan
Penegal<ai HukuIIr Protokol Kesehatan s€bagai upaya pencegahan dsrr
Pengenda]jan Corcna Vir.rs Disease 2019.
Peraturan Bupati tombok Utara Nornor 15 Tahun 2O2O tentang penerapan Disiplin
dan Penegakan Hukul1r hotokol Kesehatan Sebagai Upalra Pencegahaa dan

2

3

Corona Vitus Disease 2019.

lI. JEXIS PEUEAYARSN .,I'XLAII PEUEIAYAR.AX

TI'TAI
t orang r-,ang aelsn8aar kelentum wrjib menggu.rtrn Masker diteEpar/rasilitas

ulrum la!3 telsh a!ite::$ka! atrkenshr Cerld2 ,irtrai-tlsr;r petirg lExysk Rp,5O!_1,OCv-r,oC :
flima ratus .ibu rupiah)
Pasal 12 Ayal {l) trunrf a Fe.atu!'a,l Bupali r-mbok Utara Nooor t5 Tahln 2o2O

iiP

2 PilHk pe lcl€ngar. kegiaran yag melanggar tctentlan pelaksnaafl kegialal ssLlai
dergm Pro.oko, FeDansulsrlgan kryakit raemlar de/atau DeI laga.r kerfrttrqr
laEnga'l l,}erahi(an kcaiata, berdassrkqn kebijal@n pembatasan keAiaten kemaslaEkeran.
oleh BurEti, d araka:1 denda sdEinist aril patinA bary.ak Rp.5oO_oOo,OO gilm Etus .ibu'
rupiah)

Pasd 12 Aj'at (r) huruf b Itmturan Bupati Imbok Utara Neor li Tahlm m2o

Rp.

3 ASN Yea tidalr mehakqi masker di tempar ulouE/lasiur& lrmun/tenpqr kerja/aempal
ibadah/tempat lain yang direntukan daJvarau titsr seor€nuni prDr.&ol peoan8gulaxsar
penyakit menulai latlg telah ditetapkan dik€rlolan sanksi dsrda patiDg bonyat Rp.:
soo.ooo,- oima ratus rfiru mpiah).
Pasal 12 a]'at (2) Feratufan Bupati lmbok Utaia Nomor rS Tahrm m2O
setiiap Fnslru/pfIlgelola danlatau pcrEnggrDsiarab tcnrlat/fasilitas umls/.r@par
keria/tempat usalra/t@par itEdah y g melsr&Fr ketcnrua! pemdrutEri svamt c,ajib bagi
suatu t€Bpat/ra8ilitas umum/t@pet kerF/r€opat usatelt€mpar ibadah sesui dcosan
Pmtokor FeDarBgularaan ftn),akit M€nular dapat diksrarqn denda adminisFatif parha
banyak Rp.5uO.OOO,m 0iEa ratus ribu rup?rl,

Pa$r 12 ayat {r) hlFrf c Fetaturr Arpsai IrrnUok Utala Nomor t5 Tahufl 2O2O

1

Rp

Rp.

Tantla Tdnh;
2 Pekerjean
3 Alamat

IV. PASAI YAI'G DIIAXGGA.R
r,. JIIIUIII DEI{DA

TGtHLat
Rp-

BI'PA?I LOXBOIT UTART"

II. IIAJUUL AIIHYAR

ua DETTTTAS PELANC,GAR


